KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1% % TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASIL TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang 1 a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah vang
pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf
b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa
peyvetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

c¢. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan
efelctivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional,

d. bhahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat {(6) Undang-Undang Dasar Negara
,v,______Rapubﬁklndamsia,..tr@hu.ngég45§w\~,.,,~y,.,w




-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan  Baraf, Kalimantan  Selatan  dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran C

Negara Republik Indonesia Nomor 5494}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun __2(.)14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembiaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia -Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir - |

dengan Undang-Undang WNomor 11 Tahun . 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik S
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, . Tambahan o L

Lembaran Negara Republik Ir;.donesialNQmor 6573,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 teritang .

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reptiblik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, - Tambatian - TR
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 5887) R

sebagaimana telah  diubah  dengan = Peraturan - .
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 = = =
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik .~ . .
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tam’bahan SR

Lembaran Negara Republik Indonesia I\Eomor 6402)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ;
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara '

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6()3'?) g

Sebagazmana telah  diubah dengaﬂ 3 Peraturan;; o
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan - -
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11. Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri S1p11 (Lembalan

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneszat
Nomor 6477); ' R

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara =
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam @

Jabatan Fungsional (Berita Negara Repubhk Indonesza- L
Tahun 2021 I\Eomor 525) '

gt




e

8.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur' Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546},

9.  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang o
Pembentukan dan Susunan Peranglkat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi .
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor

6] sebagaimana telahh diubah beberapa kali dan & |

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan L |

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat'

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG - KEDUDUI{M\E

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA .~
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN E Ll

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemeriﬁ"tahe’(n oleh . _'
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas . - |
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi jséliias~1uaéhw"}a SR
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia :
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk o

Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penvelenggara -
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan: pemenntahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. '

4, Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi I{aji1naﬁtala'8&1‘a£ .

VTR AT ARG




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

- & -

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan’ Bara"’t yang

selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur penunjang urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.-

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah e

Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah: unsur pelaksana lieg1atan 'Lelﬁ]s operasmnal .:3'; '_ R
dan/atau kesiatan teknis penunjang pada Badan - Perenoanaaﬂ i '

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profes1 bagr_‘z
pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan perjanﬁan kex ja yzmg' SR

bekerja pada pemerintah Provinsi I{alimantan Barat. .

Pegawal Aparatur Sipil Negara yang selan}utnya disebut - Pegawal ASN'-f b j‘ o _
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanglan‘
kerja yang diangkat oleh pe Jabat pembma kepegawalan dan chse‘:i"am tugas!f B A
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara }.amnya daxi B

digaji berdasark an peraturan perundang- u_ndangan

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dzslrwkat PNS ada}ah Warga negai*a'.?_
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangk at sebagal Pegawal ASN 13: s
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudula Jabatan 5 L g

pemerintahan,

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatem yang bens1 f tmgs,l dan
tugas berkaitan dengan pelayanan pubhk serta admmmtram pemermtahmj} 5*3

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudulﬂ Jabatan_'%jﬁj-f

Administrasi pada pemermtah Provinsi Kalzmantan Bara‘t

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang. bems1 ftmgsz d.a.n i [
fugas berkaitan dengan pelayanan fungszonal yang berdasarkan pada ::'3' i

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah @ Pegawai ASN ‘yang" mendudukz Jabatan s

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat..

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Furaefsmnal yang.f;_-_;f' e
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah. Pengarzgkatan Pejabat_"f_ S

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melaluz Penyesua;an/fn passmgf_}_
pada jabatan fungsional yang seiara. : :

Koordinasi adalah koordinasi perencanaan pembangunan yakm upaya

untuk melakukan komunikasi dan dialog antar dinas, lembaga telnis, unit

kerja di linglkungan Pemerintah Daerah ‘dan antar Daerah Kabupaten/fiotaff :"-"_;f _': :
serta yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan kesez*aman dan :
sinergi, kegiatan perencanaan dalam rangka pencapamn tugu&n kebi Jakan Gl
pemanfaatan sumber daya, keuangan' dan pemecahan masalah/konﬂﬂ{-3".f;i

vang bersifat vertikal, horzsontal dan lintas vertikal- harlsontai
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BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 2

Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB 1l
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISAST
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Bappeda mempunyal tugas membaniu Gubernur melaksanakan unsur
pernunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. |

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bappeda .

menyelenggarakan fungsi ; . _

a. perumusan program kerja di bidang perencanaan pemban.ounan daerah; -

b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, pereﬁcanaan
fisik, prasarana dan sumber daya, perencansan ekonomi, serta
perencanaan, pengendalian dan evaluasi permbangunarn; |

¢. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan . .
fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonorni, . serta

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

d. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan @ di - bidang

perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumbet =~

daya, perencanaan ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan sesuai ketentuan peratwran perundang-undangan;

e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perencanaan ‘sosial

budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan .. -

ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan Sosiél'.budaya)' o e
perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, -
serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; - ' ' o
g.pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas‘*_"K'i_n'erja' Instansit o
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bappeda;

h. pelaksanaan administrasi di linglgungan Bappeda, dan




G-

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yéthg: 'diﬁel flean 'c')le;h”: i

Gubernur di bidang perencanaan pembangunan daerah sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

{1} Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:

Kepala Badan; |

Sekretariat;

Bidang Perencanaan Sosial Budaya;

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumbel Daya

Bidang Perencanaan Ekonomi, o _
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluam Pembangunan
Unit Pelaksana Teknis; dan '

RO

Kelompok Jabatan Fungsmnal

(2) Susunan Organisasi Bappeda sebagau‘nana tel cantum daiam Lampn‘

yang merupakan bagian tidak: terpzsahkaﬁ dari- Peraturan Guba'nur ini. g

Bagian Ketiga - "
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,_.:;

mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengocn dinasikan, memb111a
mengarahkan, menyelenggarakan,. mengevaluasi dan' melaporkan I{eglatan

Bappeda di bidang perencanaan pembarlgunan daez ah sesuaz ketemuan:_}; S

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 -

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepaial-‘:;f

Badan mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di Dbidang - perencaﬂaan sbéiai bu::iaya
perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekanorm'
serta perencanaan, pengendaha:n dan evaiuas:t pembangunml, _;f

b. perumusan kebijakan di bidang perenczmaan somal budaya, pel encamaanﬁ

fisik, prasarana dan sumber daya, ' pérencanaan ekonoml osertal i

perencanaan, pengendalian dan evaluas1 pembangunan,

¢c. penyelenggaraan kegiatan di bldang perencanaan soaa} buciaya
perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, ‘per encanaan ekonoml G
serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi- pembangunan .gesual-j._”. B

ketentuan peraturan perundang-undangan; -
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d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang .pereﬂcéﬁaah ‘sosial

budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan
ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang  perencanaan . sosial ]

budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, - perencanaan'”
ekonomi, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunau, o

f pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungs:t i Imgkungan

Bappeda,;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ref ormmasi bzrokra& o

o

publik di lingkungan Bappeda; _
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegza‘tan dl

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan’-f S e

bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan
sumber daya, perencanaan ekonomi, serta pererncanaan, pengendahan dan -

evaluasi pembangunan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berk@naan c'iengan' S
perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial buda‘ va, pereneanaan RN
fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonom1 ' setfta"__- B

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan SRR

J.  pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan -di bidang perencanaan S
pembangunan daerah yang diberikan oleh Gubernur: ‘sesuai ketentuan'_; S

peraturan perundaﬂg-undangan

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hua uf b d1p1mpm Ly
oleh seorang Sekretaris yang berada cdi bawah dan berianggung]awab kepada L

Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan peruniuséa;li 'Ieiebijékén' di- - i e
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur keuemgm‘xi ks o ==
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan” seiuz‘uh kegzatan he

pelayanan dan administrasi di lingkungan Bappeda.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud- dalam Pasai 9 Sekretaﬂat' e

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bldamg rencana - kerja,}_}”. -

monitoring dan evalua51 umumwdanmaparaiur serta k@uangan dan aSet




k.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dm‘laksud dalam Pasal 12'5 Sub;
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fl.ingSl i

a.
b.

bldang umum dan aparatur serta menwendahkan peiaksanaan .31{6&03&‘?211 esuai'
dengan tugas dan fungsinya. : SRR

-8-

penyelenggaraan urusan dan  pelayanan "ch bldang ‘rencana ker 3& T ARa
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aSei div e
lingkungan Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan :
pengoordinasian dan fasilitasi i bzdang fencana kerga, momtormg dém
evaluasi, umum dan aparaiur serta kenangan dan: aset i o ' : e
pemberian dukungan peiayanan administrasi di bldal'lﬂ’ penyusunan e
rencana kerja, monitoring dan evaluasi,- umum dan aparatur serta--':';-::"“ﬁ =
keuangan dan aset di 11ngkungan Bappeda; SO e
penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana ker . ch 11ngkungan_ff--:j;f_'s Sl
Bappeda sesuai ketentuan peraturan per undang undangan, Lo :-. SER _ _
pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi bn‘okrash Sisiem Alc:un'tabzh‘tas__ff L |
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayaﬂan pubiik cﬁ hngkungan L
Bappeda; Sl

pengawasan terhadap peiaksanaan tugas daﬂ fungs; d; hngkungan i
Sekretariat; . . o

pemberian saran dan pertlmbangan kepada Kepala Badan_ _-berkenaan;
dengan tugas dan fungsi di bzdang kesekretar;atan ' S

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapm an te1hadap peiaksmaanf- -
tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda; dan : :

pelaksanaan fungsi lain di bidang - kesekretarzatan yang diserahkan oleh'_}:.
Kepala Badan sesuai ketentuan peratm an perundang-undanga1‘1 ST e

| 'Pasal 11 :

Sekretariat sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 8 membawahz
a. Sub Bagian Umum dan Aparatm dan : et
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada 'af,fa;t' (1) masmg masmg dzpmapm_:
oleh seorang Kepala Sub’ Bag1an yang berada ch bawah: dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris - :

Pasai 12

 Pasal '13 :

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur _

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan - kebuak an -'d;. } bldang:
umum dan aparatur d1 hngkumgan Eappeda‘iww : :




Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana di maksud dalam Pasai 11 ayat'_” -
(1} huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebuakan di oo
bidang keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset i i ik
lingkungan Bappeda, serta mengendalikan pelaksaﬂaan keglatan sesuaz Ty
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pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesual ketemuaﬂ HE

peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas - '_dan -'fungSi'* ch . .

lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fung gsi di bidang SRS

umum dan aparatur; |
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas i_pada Sub
Bagian Umum dan Aparatur; '

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan'
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; :

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan- laporan ierhadap R

pelaksanaan tugas dan fung31 di bidang umum dan aparatur; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur ya:fig dlSElahkail i '- '_:': :

oleh sekretaris.

Pasal 14

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 14 Sub._-l_é --::_ o

Pasal 15

Bagian Keuangan dan Aset mem;aunym fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangazl dan Aset

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan’ kebx_ _}akar;. ch bidang Gl

keuangan dan aset di lingkungan Bappeda;

pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset penyusunan lapm a:n_-'_-f

keuangan dan aset di lmgkungan Bappeda SeSU.&l ketentuaﬂ peraturan‘;:; _
perundang-undangan; : S o

pemberian  dukungan terhadap pelaksanaan - _tu'gas 'idaﬁ""_"-_-fuﬂgSi -d'i

lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dazl fungsz ch bldaﬁg S

keuangan dan aset;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub'g_ i

Bagian Keuangan dan Aset;

pemberian saran dan per mmbangan kepada sekretanb bez kenaan dengangi S

tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan. laporan te1 hadap':__: e g

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan’ asei: dan"

pelaksanaan fungsi lain di b}dano‘ keuaﬁgan dan aset y o ng diser ahkan oleh-_-:' o _

sekretaris.
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Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Pasal 16

Bidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal'.'s ajat s
(1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dl bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. : .

Pasal 17

Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber i
daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan’ ‘daerah, dan

perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, serta bertanggungjawab . .

memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di  Dbidang -
perencanaan sosial budaya. : R

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 19 B1dang ':'_'f; S

Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja B1dang Perencanaan 805181 Budaya

b. penylapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bzdang perencanaan : o .j
pengembangan sumber daya manusia, perencanaan . pembangunan Sl

pemerintahan daerah, dan  perencanaan pembangunan kesejahteraanﬂ: L
sosial, : 3

c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan - di' 'bidaﬁg. e
perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencaﬂaanj_-:'-- FRNTIE B
pembangunan pemerintahan  daerah, dan perencanaan pembangunan S e

kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan,

d. pemberian dukungan atas penye}enggaraan pemermtah daerah di bidang R b
perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pel encanaan'_' S
pembangunan pemerintahan daerah, -dan perencanaan: pembangunan R e

kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang»undangan

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di - b1c1ang perencanaan Tl

pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembanguna_n-

pemerintahan daerah, dan perencanaan pembangunan kese Jahteraaﬁ SR

sosial;

f. pembinaaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan f ungs1 dl I
bidang perencanaan pengembangan sumber daya manus1a perencanaan e
pembangunan pemerintahan daerah, dan perencanaan - pembangunan“_-_' e G

kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan per undaﬁg undangan

g pemberian saran dan pertimbangan kepada - Kepala Badan berkenaaﬂ el
dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pengembanuan Sumber_ : :
daya manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan: daerah da_n R

perencanaar pembangun an 1«; ese_phteraan sosial;




i1~

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang perencanaan pengembangan sumiber: daya :
manusia, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah “dan
perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial; dan - o

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan ch bldarxg o
perencanaan sosial budaya sesuai ketentuan peraturan perundang— R

undangan.

Bagian Keenam | _
Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya

Pasal 19

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya.- 'sébéigaixﬁana' = : |
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh: seorang Kepaia Bzdang i

vang berada di bawah dan bertanggung}awab kepada Kepala Badan

Pasal 20

Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya mempunyal tugas i R
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bzdang perencanaan T
pembangunan infrastruktur, perencanaan . ‘pembangunan tata ruang wﬂayah By
perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan: hidup, serta
bertanggungjavvab memimpin seluruh Iaegzaian pelayanan dan admunstrasz di S

bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 20 Bzdang i

Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya mempunyaz f ung&

a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan F1s1k Prasaraﬁa dan R

Sumber Daya;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bldar}.g perencanaanf i
pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata. ruang o
wilayali, perencanaan pembangunan sumber daya alam dan hngkungan-_-f’_

hidup;

c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pememntahan ch bzd&mg sl
perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata o
ruang wilayah, perencanaan pembangunan - sumber: daya alam dan SRR

lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,

d. pemberian dukungan atas penyeienggaraan pemer intah’ daerah di bzciangi"f. - i
perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembamgunan tata - S
ruang wilayah, perencanaan pembarigunan sumber daya ‘alam - dan' et

lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan -tugas di bidang. perencanaan L v
pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang
wilayah, perencanaan pembangunan sumber daya“ a]am dan .‘imgkungan-i=.'_-:_'_""-' S

hiduyp;
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f. pembinaan dan pengawasan terhadap peiaksanaan tugas dari f ungs?,i d1

bidang  perencanaan  pembangunan  infrastruktur, I perencanaan
pembangunan tata ruang wilayah, perencanaan . pembangunan sumber SLTETE
daya alam dan lingkungan hldup sesuai ketentuan peraturan pelundang-_'_:: R

undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala. Badan berk@naan' 2
dengan tugas dan fungsi di bidang perencaﬂaan pembangunan. ;
infrastruktur, perencanaan pembangunan tata ruang © wilayah,

perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lmgkungan h1dup,

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan i
tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur, - o
perencanaan  pembangunan tata ruang - wilayah, pere_ncanaaﬁ

pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hzdup, dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh I{epala Badan di bzdangi_ : :
perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya - sesuai’ k@t{entuan 2 Sre

peraturan perundang- undangaﬁ

Bagian Ketujuh
Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasgal 22

Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaamana chmaksud dalam Pasai 5 ayat (1)"__3"1.':;_5'
huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada (:h bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal23

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas menyzapkam bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomzj;f_'__:_.____--5j'--:"-.'f s
dan kerjasama Pembangunan - perencanaan pembangunan pertanian,

kehutanan, perikanan dan @ kelautan, perencanaan. pembangunan-- - e
perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperas1 ‘usaha: mﬂcro, kecﬂ dan;j L
menengah, serta bertanggungjawab memimpin seluruh I{egatem peiayanan et

dan administrasi di bidang perencanaa.n ekonomi,

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dzmaksud dalam Pasal 23 Bidang"::_.

Perencanaan Ekonomi mempunyaz fungsi :

a. Ppenyusunan program kerja Bzdang Perencanaan F }“Jkonoml

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dz bzdang perencanaan'g; e
pembangunan ekonomi dan - kerjasama pembanguna}:l peremca‘ﬂaan -
Pembangunan  pertanian, kehutanan, perikanan = dan = kelautan,
perencanaan pembangunan  perdagangan, - permdu&trzan parlwzsata,'_f_f'_ S

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
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c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemermtahaﬁ dz bzdang
perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama - pembaﬂgunan
perencanaan pembangunan - pertanian, kehutanan, perikanan’ -dan' _
kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, - "perindﬁsti"ian
pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah" Sesuaz keten‘cuan*
peraturan perundang-undangan; :

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemermtah ciaezah di
bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerj Jasama pembangunan, o
perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, - perﬂcanan dan
kelautan, perencanaan pembangunan perdagangan, - per industrian,
pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah SESH&I ketentuan TR
peraturan perundang-undangan; '

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bldang perencana"m TR
pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunaﬂ perel‘lcanaan. S :
pembangunan  pertanian, ~ kehutanan, perikanan  dan  kelautan,
perencanaan pembangunan  perdagangan, perindu'stman pammsa.’sa
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; . e S

f.  pembinaan dan pengawasan: terhadap pelaksanaan ’Lugas dan f ungsﬂ ci1 e
bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerj Jasama pembangunan
perencanaan pembangunan' pertanian, = kehutanan, pemkanaﬁ dan s
kelautan, perencanaan peémbangunan perdagangan, perm du strian g
pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuaz 1{eter1tuan'ﬁ S
peraturan perundang-undangan; : S -

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan ber kenaan' T
dengan tugas dan fungsi di bidang perencariaan. pembangunan ekonamz R
dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan pertanian, o
kehutanan, perikanan dan kelautan, perencanaan - pembangunan--.-:_ e
perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasz usaha m1kro kecﬂ dan o
menengah; L

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhada.p pelaksanaan L
tugas di bidang perencanaan pembangunan - ekonomi - dan kezj]asama i
pembangunan, perencanaan pembangunan per tamaa kehu‘i:anan o
perikanan dan kelautan, perencanaan - peiﬁbahguhah pex dqganggm,“_@ e
perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan

i pelak sanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala :uadan di blciang _i'_j_ \
perencanaan ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang- undanaan.. R

Bagian Kedelapan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan _Evaluasi: Pémbéi’ngﬁﬁfc_mf_.: L '
Pasal 25

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagmmana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, d1pzmpm oleh seorang Repala Bldang
yang berada di bawah dan ber tanggung;]awab kepada i"xepala Badan G
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Pasal 26

Bidang Perencanaan, Pengendahan dan Evaluasi Pembangui’lan mempunyai :

tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan ‘teknis di bidang
perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendahan evaluasz dan. 0
pelaporan  perencanaan pembangunan daerah, “evaluasi  perencanaan - e
pembangunan provinsi, evaluasi perencanaan pembanguﬁan kabupa‘ceﬁ/kota,-f;f"j:' S
serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegmtan pelayanam “dan
administrasi di  bidang perencanaan, pengendahan “dan evaluasi_? S

pembangunan daerah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana c’hmaksud dalam Pasaj 26 Bldang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyal fLEI}gSI

a. penyusunan program kerja ‘Bidang Perencanaan,. Peng,endahan daﬁij-_'_
Evaluasi Pembangunan; o S

b. penyiapan bahan dan pemmusan keba;akan tekms di bzdangpel encanaani
dan pendanaan, data dan info 01 Masi, pengendahan, evaluasz dan .pelapm an;

c. penyelenggaraan unsur pemmjang urusan pemm mtahan_ di bldang "
perencanaan dan pendanaan, ‘data dan mformas;., pengendellan evaluasi.

dan pelaporan perencanaan . pem’bangunan daerah sesua1 keten’cuan'

peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggal aan pemermtah daezah dl_'_.
bidang perencanaan dan pendanaan, data dan infor mas1, pengendah&nf
evaluasi dan pelaporan perencanaan pembanguﬂan daelah sesual
ketentuan peraturan perundang- undangan; ' AL i

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bldang perencanaan danr:" i
pendanaan, data dan informasi, pe}wendahan evaluasa dan: :pelaporan_
perencanaan pembangunan daerah, - Gt S

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dsm funo‘s_;
bidang perencanaan dan pendanaan, data dan mformas1 pengenctahan
evaluasi dan pelaporan perencanaan pembanguﬁan dael ah' Sesueu
ketentuan peraturan perundang-undangan; - e i

g pemberian saran dan pertimbangan kepada I{epa_la Badall bez kenaanf{-

dengan tugas dan fungsi di “bzdang perencanaan dan pendanaan data dan"t.__ o --:':;:'.

informasi, pengendalian, evelua& f dan pela,pm an _pemncanaan‘;x
pembangunan daerah; ' ' o :

h. pelaksanaan monitoring, evalua&n dan pelaporan terhadap peiaksanaan :
tugas di bidang perencanaan  dan pendanaan, data ‘dan 11 "
pengendalian, evaluasi dem pelaporan per erlc&naan pembangunaﬂ_'__
daerah; dan : T

i pelaksanaan fungsi lain yang d1ber1kan oleh Kepaia Badan ct bzdangi_:'_
perencanaan, pengendalian dan - evaluasi - pembangunan daez ah_ sesuaz':
ketentuan peraturan perundang undangan ' e '
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Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasall28

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam  Pasal: S”ayaf "(")_ _
huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tekms oper asmnal L
atau kegiatan teknis penunjang Bappeda. - :

(2} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1 )' dipimpin oleh

seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan berianggung}awab kepada

Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal29

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, se‘r’f:éz" Tata’ Ke’fja

Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Gubernm e : 1

sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh _
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsmnal

Pasal30

1} Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 sa at: s 8
p 8 yat S
(1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan Jaba.tan melaksanakan_?-f L
tugas dan fungsi Jabatan Admlmsﬁ asi berkaitan dengan pelay&man Lekms o

fungsional.

(2} Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan Jabatan dﬂakukan"'_'-
sesuai dengan rekomendasi  penetapan persetujuan - darx kementenan--' e

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud - pada ayat (1} e
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab ‘secara ]angsung kepada'_ S

Pejabat Administrator.

(4) Dalam mmasa transisi, bagi Perangkat Daerah yang d11akukan penyetaraan;_ff_-'_'
dan/atan penghapusan Jabatan Administrasi - ke -dalam  Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator - dan/atau Sub Koordmatm S
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungm tertentu yang Ce
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang = =
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordmator Jaba‘i:an ey

Fungsional.

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas: {anibahafn"féerfa'. | G
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub™ Koordmator Kelompok' ST
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, ‘diatur “lebih |

lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah .sesuai. ketentuan '_;E :
peraturan perundang-undangan. -




(1)

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum-. dlangkat dan dﬂantﬂ{-_'-_.-g S
kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme: penyetaraan Jjabatan oo
diberikan penghasilan yang sama dengan Jabatan yang dzduduk;_’ : - i
sebelumnya sampai dengan dztetapkanuya : Letentuan peramran*_:__'_; e
perundang-undangan mengenai fi«:etentua_n penghasﬂan_ : }?enye&a&_ a_a_n"j_ e

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan dlduduhl dzsetarakan w S
dengan kelas Jabatan Administrasi yang dldudum sebeiumnjya sampal_l_'f_::g:-'_'._.'_' e

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dlmaksud :
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Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional yang diéiigléaf o --mei‘ami' : o |
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah- dan bertanggun Jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, “Pejabat © ..

Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keter kagtan dengan :'
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan Jengaﬂgnya sesuai o
ketentuan peraturan perundang- -undangan. -

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud - pacia ayat (1)
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional  yang berdasarkan_:_g_'_._ S
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan per aturan pemndanv—' Sl

undangarn.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesua1 ketentuan_ﬁ

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan.

dengan ditetapkannya ketentuan penghasﬂan Penyetaraan J abatan

pada ayat {1} memiliki kelas jabatan yang leblh magbdl, 1«.:elas Jabaian'-

Fungsional Penvetaraan Jabatan mengikuti - peraturan pe1 undang-_--'_g_::-f :

undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Funﬁsmnal tertentu

BARB 1V
KEPEGAWAIAN

Pasal33

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh’ Gubel nur darl Pegawm ASN :

yang memenuhi persyaratan  sesuai ketentuan peratm a_n. perundang»--';
undangan. : : : SEE
Jabatan Administrasi dan Jabatau Fungszonal d1angkat dan Pegaweu ASN

yang memenuhi persyar atan sesuai ketentuan peraturan pemndang_:_:
undangan. T o
Pengangkatan dalam Jabatan ol Imgkungan Bappeda mempel haukan

syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundana—":
undangan. .

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karxr masa Jabaian bag1

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaﬂ{an denﬁan ketentuan-;}fii_

peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di imgkungan Bappeda dzsusun sesuaz ke‘te11t1,tan"_"_ -

peraturan perundang undangan
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Pasal 34

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksa'r_iékanj

mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang - - o

tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur : mengenaj 5
penyederhanaan birokrasi berlaku. _ DR e
Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegzatan sebagalmana'_ i

dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan-- e ik
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan o

ketentuan peraturan perundang- undangan

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegxatan sebagaunana
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima =
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat’ setingkat -

lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Anglka Kredit, .

yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok ciem e

pengembangan profesi.

BABV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 35

Kepala Badan wajb melaksanakan tugas - memimpin, - --rﬁembiﬁ'é; ;. :
mengawasi, mengendaliltan, mengarahkan dan memberﬂ{an petun_}uk ker_]a*_fE R

kepada bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat. Admlmstra31 dan Pegabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip - koordinasi, integrasi . -dan s
sinkronisasi, baik di hngkungan Bappeda maupun antar Perangkat Daerah_ R

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan dan seluruh pejabat wajb melaksanal{an fungen pengawasan SRR
di lingkungan Bappeda dan mengambil langkah-langkeh' yang chpel 1ukan'-_ SR

untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. :

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 36

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan.jl - RN I
memberilkan penjelasan kepada Gubernur melalui - Sekretarls Daerah'_ 8 ) o

perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan  Kinerja kepada Gubernurf"’f '.

melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu - yang d1susun sesual oy

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Setiap Pejabat di lingkungan Bappeda wajb mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajb menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada ‘atasan - masmg—'; '
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan_ _-dﬁm R
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan . |
saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui  Sekretaris gund |
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAY AAN

Pasal 37

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi. dlbebrmkan pac'ia e '.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. : B

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas 1amnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negala '

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal3g

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan. Bappeda d1teiap1<:an
oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundmlg—undangan

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggung]awab dJ bldang
organisasi memberikan asistensi dan  fasilitasi - ter hadap pemataanf St
organisasi Bappeda sesuai ketemuan peraturan perundang undangan :

(3] Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama deﬁam -_'Q;:';
kegiatan pembinaan dan pengendalian orgamsas1 Bappeda sesum RS
ketentuan peraturan perundaﬂg -undangan. o .

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan f ungsinya, . agar seiuruh P@_]&b&‘iﬁ.:.';. i

Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada k e‘i,en tuan (aa
peraturan perundang-undangan. :

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN -

Pasal39

Pada saat Peraturan Gubermnur ini mulai berlakuy, Pegawm ASN yang £
melaksanakan tugas pada Bappeda tetap melaksanakan: tugasnya Sepaﬂ}ang .: i
belum ada penugasan yang baru dari .‘Pe}abat Pembma Kepegawa;an T
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. BABIX
KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 40 :

Pada saat Peraturan Gubernur ini muial berlaku Pe1 atul an Gubernur Nomor'
121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgamsam, Tuga dan F‘_ungs1 -
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan exah__:_- -Prciﬁmsz
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provms1 Kahmanian Barat 'E‘ahun 2016
Nomor 118) sebagaimana telah daubah bebel apa kah dan terakh;r dengan'
Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahaﬁ‘ Kedua”‘ﬂtas
Peraturan Gubernur Nomor 121 "I‘ahun 2016 tentang Kedudu ;S ___8111‘1811
Organisasi, Tugas dan Fung81 serta Tata Kerja Badan Perencanaanf’
Pembangunan Daerah Provmsa Kalimantan Barai (Benta Daerah vamsl
Kalimantan Barat Tahun 2019 ‘Nomor ’72) dicabut dan dmyatakan :tlda_k_
berlaku. .

:_:Paéal 41 |

Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada ‘tanggal dmndangkan

Agar setiap orang mengetahumya memer mtahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini, dengan penempatannya cia.lam : Berita 3“Daerah
Kalimantan Barat. : : ce i

| the*tapkan z:h Pon’uanak :

/SUTARMIDIL

Diundangkan di Pontiz—mak
pada tanggal ‘¢ Tuni
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